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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan
manusia. Islam pun mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan
terperinci. Tujuan dilangsungkannya perkawinan dalam Islam pada dasarnya
adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sebagaimana menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yang

mendefinisikan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.!

Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana
mempertemukan antara laki-laki dan perempuan. Juga tidak memandangnya
sebagai cara memenuhi kebutuhan biologis dan memadamkan gejolak nafsu
seksual. Akan tetapi Islam memandang pernikahan dengan lebih mendalam
dan agung dari itu sebagaimana terjemahan firman Allah swt. dalam Qs. Ar-
Ruum ayat 21 sebagai berikut:?

“Sebagian dari ayat-ayat Allah adalah Dia telah menciptakan bagimu

jodoh dari jenismu agar kamu tenteram kepadanya dan Dia telah
menjadikan di antara kamu kasih sayang.”

! Mohd. Idris Ramulyo, 2002, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.
1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, him. 54

2 Thariqg Ismail Khahya, 2001, Nikah dan Seks Menurut Islam, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,
him. 7



Terhadap pernikahan lebih dari seorang istri atau yang disebut
poligami juga turut diatur dalam ketentuan agama Islam. Poligami merupakan
praktik pernikahan kepada lebih dari satu istri. Hal ini berlawanan dengan
istilah monogami yang didefinisikan sebagai pernikahan dengan satu istri.
Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang
oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis yang menentang poligami,
karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum
wanita. 3

Poligami menyumbang dampak kekerasan terhadap wanita yang tidak
sedikit. Angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sejak 2010 terus
meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan angka yang sangat tinggi terjadi
antara tahun 2011 sampai tahun 2012 yang mencapai 35%. Untuk tahun 2015
jumlah kasus meningkat sebesar 9% dari tahun 2014. Angka ini adalah jumlah
kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan mungkin bisa
lebih tinggi seperti halnya femomena gunung es. Berdasarkan data-data yang
terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol
sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP yang mencapai angka
11.207 kasus (69%). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol
adalah kekerasan fisik 4.304 kasus (38%), menempati peringkat pertama
disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30%), psikis 2.607 kasus (23%) dan

ekonomi 971 kasus (9%).*

*Dian Ekawaty Ismail dan Dolot Alhasni Bakung, “Izin Poligami Bagi PNS dan Akibat Hukumnya
Ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974, PP No. 10 tahun 1983, Jo. PP No. 45 tahun 1990,” Jurnal
Islam dan Realitas Sosial, Vol. 6, No. 2, (Juli-Desember, 2013), him. 2

* Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Meluas:
Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas,



Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal: Kekerasan
Terhadap Istri (KT1) menempati peringkat pertama 6.725 kasus (60%), disusul
kekerasan dalam pacaran 2.734 kasus (24%), kekerasan terhadap anak
perempuan 930 kasus (8%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan
mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Masih di ranah
relasi personal, data yang masuk melalui unit pengaduan untuk rujukan dan
divisi pemantauan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 menunjukkan
adanya 71 kasus pernikahan tidak tercatat dan 80 kasus poligami. Komnas
Perempuan mengamati bahwa kasus-kasus pernikahan tidak tercatat adalah
kasus yang sulit ditangani oleh aparat penegak hukum karena minimnya
perlindungan hukum.’

Fakta di seputar poligami menunjukkan bahwa praktek poligami lebih
banyak merugikan masyarakat, banyak penderitaan yang timbul akibat
poligami. Penderitaan tersebut dialami baik istri pertama juga istri yang
lainnya serta anak-anak. Berdasarkan data dari 106 kasus poligami yang
didampingi oleh LBH APIK Jakarta tahun 2001-2005, poligami
memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anakanak
mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan

anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri.®

dan Negara, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (Maret, 2016), Jakarta,
him. 18

> Ibid.

® Diunduh dari www.Ibhapik.or.id, tanggal 22 Oktober 2017, pukul 15:30 WIB



http://www.lbhapik.or.id/

Dampak poligami pada tabel di bawah ini merupakan bentuk
kekerasan terhadap perempuan, bahkan dapat diartikan penindasan yang
merugikan perempuan.

Tabel 1.1. Dampak Poligami dan Variasinya

No. Jenis Dampak Jumlah Variasi Dampak
1 | Tidak diberi nafkah 37
2 | Tekanan psikis 21
3 | Penganiayaan fisik 7
4 | Diceraikan oleh suaminya 6
5 | Ditelantarkan atau ditinggalkan suami 23
6 | Pisah ranjang 11
7 | Mendapat teror dari istri kedua 2
Jumlah 107

(Sumber: LBH APIK Jakarta, 2005)

Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) dan pada dasarnya asas yang
melekat dalam undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas
monogamy. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.
1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dirumuskan bahwa seorang
suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami),
haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di
dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perumusan tentang kejahatan
perkawinan diatur dalam Pasal 279.

Namun banyak fenomena poligami yang terjadi di masyarakat yang

melakukan perkawinan kedua atau ketiga kalinya tanpa didasari dengan



persetujuan dari istri pertama yang hal ini akan merugikan pihak perempuan
jika tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang memberi perlindungan
terhadap posisi perempuan.’

Dalam Putusan Pengadilan No. 355 K/Pid/2014 tingkat kasasi, dalam
hal ini terdakwa Jhoni dan terdakwa Rahma dimana keduanya berdomisili di
Padang melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang
sudah ada dengan pihak lain yakni saksi Nurdailif Helmi menjadi penghalang
yang sah untuk kawin lagi. Saat pernikahan dilangsungkan, hal ini dilakukan
tanpa izin dari istri pertamanya. Dan pernikahan pun dilakukan dengan wali
nikah yang bukan orang tua kandung terdakwa Rahma.®

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan Pasal 279 ayat (1) ke-2
KUHP dalam dakwaan primair.

Pasal 279

(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah
ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui
bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain
menjadi penghalang untuk itu

Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka para terdakwa didakwa
dengan Pasal 279 KUHP tentang poligami tanpa izin istri yang sah. Putusan
berikutnya adalah Putusan tingkat Kasasi No. 2392 K/Pid/2007 dengan

terdakwa Djadal yang sebelumnya telah menikah dengan saksi korban Julaiha,

istrinya. Pada suatu hari, terdakwa dipergoki istrinya sedang bepergian dengan

" Muhammad Yusuf, “Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan
Istri,” Jurnal limiah Advokasi, Vol. 5, No.1, (Maret, 2017), him. 54
® Lihat Putusan Pengadilan No. 355 K/Pid/2014



wanita lain. Setelah ditelusuri ternyata terdakwa telah menikah dengan wanita
lain tanpa meminta izin dari saksi korban yang secara sah masih merupakan
istri terdakwa dan belum bercerai. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dijatuhi sanksi pidana penjara
selama 1 tahun.

Sanksi hukum tindak pidana poligami yang diatur dalam KUHP tidak
serta merta dapat mengatasi masalah sosial yang mempunyai dampak
kompleks akibat poligami. Sanksi hukum pidana bukanlah remedium dalam
mengatasi sebab-sebab timbulnya kejahatan dan perlunya kebijakan atau
regulasi secara integral baik dengan menggunakan sarana penal maupun non
penal dalam mengatur regulasi yang berkaitan dengan poligami.’

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengambil penelitian dengan Judul “Poligami dalam Perspektif Hukum

Pidana dan Gender.”

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan fokus pada pokok
permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.
Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni sampai dengan

putusan pengadilan yang dijatuhkan majelis hakim.

°A.

Sudibyo, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Poligami Dikaitkan dengan Sistem

Hukum Perkawinan Indonesia,” Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No.2, (Juli-Desember, 2017), him.
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Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman
dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi hukum pidana dalam mengatur sanksi pidana terhadap
masalah perkawinan?

2. Bagaimana pandangan Islam dan kaum feminist terhadap permasalahan
poligami?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi sanksi tindak pidana
poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan
Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007, dan Putusan Pengadilan No. 181-

K/PM.11-09/AU/1X/2014?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan regulasi hukum pidana dalam mengatur sanksi pidana
terhadap masalah perkawinan

2. Untuk mendeskripsikan pandangan Islam dan kaum feminist terhadap
permasalahan poligami

3. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memberi sanksi tindak
pidana poligami dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014, Putusan
Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007 dan Putusan Pengadilan No. 181-

K/PM.11-09/AU/1X/2014



D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan
sumbangan terhadap pemahaman hukum berkaitan dengan poligami
ditinjau berdasarkan hukum pidana baik dari perspektif hukum pidana dan
juga hukum Islam. Dengan adanya kajian tersebut, dapat meningkatkan
pemahaman kaidah-kaidah atau aturan tentang tata cara berpoligami
menurut hukum negara maupun hukum agama.
2. Manfaat Secara Praktis
Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi
mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah
pemahaman tentang hukum berpoligami menurut hukum pidana dan
hukum Islam. Dan juga memberikan wawasan mengenai praktik-praktik

poligami yang sah menurut hukum perkawinan maupun hukum Islam.
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Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk
menyebut tindakan seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih
dari satu dalam waktu yang sama. Sebagai sistem perkawinan sendiri poligami
lebih dikenal dengan istilah “poligini” perilaku ini telah ada berabad- abad.
Kisah-kisah kehidupan nabi dalam Kkitab suci Taurat pun telah
menggambarkan perilaku poligami sebagai kebiasaan yang diterima
masyarakat pada saat itu. Menurut Hasan Halthout3, Nabi Sulaiman a.s.
mempunyai 700 orang istri yang merdeka dan 300 orang istri berasal dari
budak.'

Indonesia meskipun tidak dengan tegas melarang poligami dalam
hukum positifnya tetapi jelas terlihat mengatur dan membatasi poligami
dengan peraturan dan pembatasan yang ketat. Ada dua alasan mengapa
poligami dilarang. Pertama, poligami dinyatakan sebagai bagian dari
perbudakan yang diterima dalam Islam pada masa perkembangan namun
dilarang setelah masyarakat semakin berbudaya. Kedua, bahwa syarat mutlak
poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah
membuktikan hanya Nabi SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-
istrinya. Kedua pertimbangan ini bertumpu pada asas maslahah mursalah atau
maqashid al-syari‘ah.**

Perkembangan wacana feminisme dan analisa gender menyikapi

permasalahan terhadap poligami mendasarkan pada cara pandang baru

19°Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan,” Jurnal Sawwa,
Vol. 7, No.2, (April, 2012), him. 3

" Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum
Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia),” Gender Equality: Internasional Journal of Child and
Gender Studies, Vol. 1, No.1, (Maret, 2015), him. 28
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terhadap tata hubungan laki-laki dan perempuan. Analisa gender memberikan
pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan ialah
jenis kelaminnya. Sedang perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan
dikonstruksi melalui proses sosial dan kultural yang panjang dan dapat
berubah-ubah.'> Perbedaan ini pada akhirnya memunculkan banyak
ketidakadilan misalnya marjinalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan,
beban kerja ganda pada perempuan. Menurut feminis radikal Kate Millet
mengatakan bahwa ketidakadilan tersebut disebabkan oleh adanya relasi kuasa
laki-laki yang dominan terhadap perempuan. Hubungan laki-laki dan
perempuan dalam masyarakat adalah hubungan politik yaitu hubungan yang
didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat dimana satu
kelompok manusia dikendalikan oleh kelompok manusia yang lainnya.*®

Menurut LBH APIK, poligami merupakan bentuk penampakan
konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan,
di sisi lain faktor biologisseksual juga mempengaruhi bahkan demi prestise
tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu adalah poligami telah
menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban
yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep
penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak pada rasa kemanusiaan
dan keadilan.**

Jika dilihat pengaturan hukum perkawinan di Indonesia adalah

menganut azas monogami. Artinya, pada dasarnya, seorang pria hanya boleh

12 Sjti Hikmah, Op. Cit, him. 3
3 Ibid., him. 4
!4 Cuplikan Siaran Pers LBH-APIK, tanggal 24 Juli 2003, him. 118
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mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami. Asas ini dilatarbelakangi oleh praktek-praktek poligami yang
tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum
lahirnya Undang-undang Perkawinan.

Untuk menegakkan asas tersebut, seseorang yang akan beristri lebih
dari seorang harus ada alasan dan syarat-syarat tertentu, serta dengan izin
pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 s/d 5 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP-1/1974) dan Pasal 40 s/d 44
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.%

Alasan-alasan yang dapat dimungkinkan seorang dapat beristri lebih
dari seorang adalah salah satu keadaan sebagai berikut:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan; dan

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan tersebut, dalam pengajuannya ke pengadilan harus
didukung oleh ketiga syarat (komulatif) sebagaimana disebutkan dalam Pasal
41 PP-9/1975 sebagai berikut:

1. Harus ada persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan
lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan
persetujuan lisan, harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

2. Harus ada kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan
mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara

tempat dia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau
surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; dan

*Nur Khoirin, “Menyoal Izin Poligami Bagi PNS,” Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang, Vol.
5, No. 2, (Juli- Desember, 2010), him. 231
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3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari
suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam melakukan poligami, terlebih dahulu harus dipenuhi
keseluruhan syarat dalam PP No. 9/ 75 di atas. Pengaturan sanksi pidana
tindak pidana poligami juga diatur dalam Pasal 279 KUHP bahwa seseorang
yang telah kawin (menikah) sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya
sendiri yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Seperti dalam Putusan Pengadilan No. 355/K/Pid/2014 dan Putusan
Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007 tentang perbuatan poligami yang dilakukan
tanpa izin istri yang sah. Dampak dari poligami pun beragam bagi
kelangsungan rumah tangga dengan istri pertama, dimana yang dirugikan
menurut kaum feminist adalah kaum perempuan itu sendiri.

Sanksi pidana dari aturan poligami yang diatur dalam KUHP belum
begitu dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang lebih kompleks akibat
poligami termasuk ke dalam ranah keluarga. Menurut Barda Nawawi Avrief,
bahwa: “pelaksanaan penggunaan sarana hukum pidana (sarana penal),
haruslah merupakan suatu usaha yang dibuat dengan sengaja dan sadar”,
artinya pilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua
faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu
dalam kenyataannya, sehingga diperlukan pendekatan yang fungsional, dan ini

pun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang
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rasional.’® Berdasarkan hal tersebut, selayaknya untuk lebih mendalami
mengenai regulasi hukum pidana yang mengatur terhadap sanksi pidana dalam
kasus poligami dan juga pandangan Islam dan kaum feminist terhadap
permasalahan poligami serta pertimbangan hakim dalam memberi sanksi

tindak pidana poligami yang dilakukan tanpa izin istri yang sah.

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
(library research), yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan
penelitian hukum kepustakaan.!” Dalam penelitian ini digunakan
pendekatan undang-undang (statute approach) atau dengan meneliti
perundang-undangan atau putusan yang terkait dengan isu hukum atau
permasalahan yang akan diteliti. Putusan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Putusan Nomor 355/K/Pid/2014.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif'®, merupakan penelitian secara

mendalam mengenai individu atau unit sosial dengan menemukan semua

®Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, him. 39

sperjono Soekanto dan Sri Mamudiji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Cet.V. Jakarta: Rajawali
Pers, him.13.

'830erjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him. 23
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variabel penting. Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-
hal tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Pada
dasarnya jenis penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran
yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan
menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang
dihadapi.
3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder.
Data sekunder merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.’® Bahan
hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa
norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan. Dalam
penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam Rumah Tangga

c. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Kompilasi Hukum Islam
e. Putusan Pengadilan Nomor 355/K/Pid/2014
f. Putusan Pengadilan Nomor 2392 K/Pid/2007

g. Putusan Pengadilan No. 181-K/PM.11-09/AU/1X/2014

¥Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan
Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, him. 8
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Sedangkan bahan hukum sekunder berupa penunjang Yyang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa
literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang
berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka.
Studi pustaka adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang
didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa buku,
jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan permasalahan. Atau dengan kata lain studi kepustakaan
merupakan metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan
yang ada, dilakukan dengan cara mencari membaca, mempelajari dan
memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai
dengan pengumpulan data dengan jalan mengkategorisasi bahan-bahan
pustaka berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang
ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.?

5. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis
data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat
khusus atau individual.”* Data-data yang diperoleh dari studi pustaka

dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum

2Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, him. 117
21Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia
Publishing, him. 242
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primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.
Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai

kesimpulan dari permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis
uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai
berikut:

BAB | berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB |1 berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan
menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai poligami ditinjau
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kompilasi Hukum
Islam dan tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus
perkara.

BAB 111 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini
penulis akan menguraikan mengenai regulasi hukum pidana dalam mengatur
sanksi pidana terhadap masalah perkawinan, pandangan Islam dan kaum
feminist terhadap permasalahan poligami dan pertimbangan hakim dalam

memberi sanksi tindak pidana poligami dalam Putusan Pengadilan No.
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355/K/Pid/2014, Putusan Pengadilan No. 2392 K/Pid/2007, dan Putusan
Pengadilan No. 181-K/PM.I11-09/AU/1X/2014.

BAB 1V berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran
terhadap permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA



